KEPALA DESA PRAYUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO
RANCANGAN
RANCANGAN PERATURAN DESA PRAYUNGAN
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PRAYUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2)
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro,
perlu menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala
Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5529) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014



Menetapkan

tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
pedoman kewenanganberdasarkan hak asal usul dan
kewenagan lokal berskala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun
2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Tanah Desa (Berita Daerah

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 52);

12. Peraturan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2017 tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM Desa) Tahun 2017 — 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN
Dan
KEPALA DESA PRAYUNGAN

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DESA PRAYUNGAN TENTANG KEWENANGAN
DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro.



2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Prayungan dibantu
Perangkat Desa Prayungan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

S. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat
yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam

kurun waktu tertentu.

6. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan
mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya.

7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk
oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra

Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat Desa.

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah
Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kwalitas hidup
dan  kehidupan untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan

masyarakat Desa.

12.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa
meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul dan adat

istiadat Desa.

13.Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau
prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan

kehidupan masyarakat.

14.Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang
telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan
oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan

prakarsa masyarakat Desa.



15.Aset Desa adalah Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan
asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak
lainnya yang sah.

16.Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh
Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli

Desa dan/ atau untuk kepentingan sosial.

17.Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang menjadi salah satu

sumber pendapatan asli desa.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman

bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangan desa.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan desa ini adalah dalam rangka
memberikan kepastian hukum dalam menetapkan kewenangan
Desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal bersekala
Desa yang meliputi :

penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

a.
b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan

o

&

pemberdayaan masyarakat Desa.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini, adalah :
(1) kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul,;
(2) kewenangan lokal berskala Desa;
(3) mekanisme penganggaran kewenangan Desa;
(4) pembinaan, monitoring dan evaluasi;
(5) pungutan Desa;
(6) pembiayaan.
BAB IV
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 4

(1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, terdiri

atas :
a. Sitem oraganisasi perangkat desa;
b. Sistem organisasi masyarakat desa;

c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;

d. Pembinaan lembaga dan hukum adat;

e. Pengelolaan tanah desa dan tanah desa lainya;
f. Pengelolaan Tanah Kas Desa;



g. Pengelolaan tanah bengkok;

h. Swadaya, Gotong royong.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah Desa dapat menetapkan kewenangan hak asal usul

lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan

masyarakat Desa.

(3) Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

(4) Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal wusul

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan

Desa ini.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 5

(1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa, terdiri-atas:

(2)

(3)

p

5o o

[y
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Pengelolaan Pasar Desa;

. Pengelolaan jaringan irigasi;

Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos
pelayanan terpadu;

Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan,;
Pengelolaan embung Desa;

Pengelolaan air minum berskala Desa;

Pembuatan jalan Desa antar permukiman kewilayah
pertanian;

Pembinaan pendidikan masyarakat.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pemerintah Desa dapat menetapkan kewenangan lokal berskala

Desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi dan

kebutuhan masyarakat Desa.

Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB VI
PUNGUTAN DESA
Pasal 6

(1) Desa berwenang melakukan pungutan atas usaha yang

dihasilkan dari pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

(2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasudkan

kedalam pendapatan asli Desa sesuai dengan ketentuan dalam

Pasal 72 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang



Desa dan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa.
(3) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7
Pembiayaan untuk penataan kewenangan Desa dibebankan pada :
a. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : PRAYUNGAN
Pada Tanggal : 2018
KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFTI’I

Diundangkan di : Desa Prayungan
Pada tanggal : 2018
SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN

TANAYA JUWITA RAHAYU




